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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem kurikulum yang
kooperatif, komprehensif, dan sistematik dalam rangka mewujudkan
ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum
harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).! Oleh karena itu,
otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum
secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran
dalam visi dan misi lembaga pendidikan tidak mengabaikan kebijaksanaan
nasional yang telah ditetapkan.

Hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dikelola secara produktif
agar masyarakat merasa memiliki sekolah. Sehingga terbentuk sinerjik antara
sekolah dengan masyarakat untuk mewujudkan program-program sekolah.
Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum
dimaksudkan agar dapat membantu dan mengontrol implementasi kurikulum,
sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga
mampu mandiri dalam mengidentifikasikan kebutuhan kurikulum, mendesain

kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melakasanakan pembelajaran,

! Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 23.



menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil

kurikulum baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah?.

Dalam konteks Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Tita
Lestari mengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari
empat tahap® :

1. Tahap perencanaan; meliputi langkah-langkah sebagai : (1) analisis
kebutuhan; (2) merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis; (3)
menentukan desain kurikulum; dan (4) membuat rencana induk (master
plan): pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian.

2. Tahap pengembangan; meliputi langkah-langkah : (1) perumusan rasional
atau dasar pemikiran; (2) perumusan visi, misi, dan tujuan; (3) penentuan
struktur dan isi program; (4) pemilihan dan pengorganisasian materi; (5)
pengorganisasian kegiatan pembelajaran; (6) pemilihan sumber, alat, dan
sarana belajar; dan (7) penentuan cara mengukur hasil belajar.

3. Tahap implementasi atau pelaksanaan; meliputi langkah-langkah: (1)
penyusunan rencana dan program pembelajaran (Silabus, RPP: Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran); (2) penjabaran materi (kedalaman dan
keluasan); (3) penentuan strategi dan metode pembelajaran; (4)
penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran; (5) penentuan cara dan
alat penilaian proses dan hasil belajar; dan (6) setting lingkungan

pembelajaran

2 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia............,40.
¥ Made Pidarta, Landasan Kependidikan, (Jakarta : Rineka cipta, 1997), 41.



4. Tahap penilaian; terutama dilakukan untuk melihat sejauh mana kekuatan
dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian
formatif maupun sumatif. Penilailain kurikulum dapat mencakup Konteks,
input, proses, produk (CIPP): Penilaian konteks: memfokuskan pada
pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, masalah-masalah dan
peluang. Penilaian Input: memfokuskan pada kemampuan sistem, strategi
pencapaian tujuan, implementasi design dan cost benefit dari rancangan.
Penilaian proses memiliki fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk
pembuatan keputusan dalam melaksanakan program. Penilaian product
berfokus pada mengukur pencapaian proses dan pada akhir program
(identik dengan evaluasi sumatif).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah memberikan arahan tentang
perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu
standar isi, standar proses, standar sarana dan prasaranan, standar pengelolaan,
standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.* Melalui kerja keras
selama 2006, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai badan
mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau
pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan telah berhasil
mengembangkan kurikulum khusus bagi ABK dengan hambatan pengelihatan,

pendengaran, daksa/ fiksi, dan penyimpangan perilaku. Akan tetapi kurikulum

* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan



khusus yaitu SLB dan SDLB, sedangkan untuk sekolah inklusi BSNP belum
dapat mengembangkannya.”

Penulis turut mencermati perkembangan pendidikan inklusi di
Indonesia yang sudah menampakkan signifikan, tetapi masih membutuhkan
penanganan yang lebih serius dari pemerintah. Dewasa ini peran lembaga
pendidikan sangat menunjang pertumbuhan anak dalam memperoleh sistem
atau cara bergaul dengan orang lain. Selain itu, lembaga pendidikan tidak
hanya sebagai wahana untuk sistem bekal ilmu pengetahuan. Namun juga
sebagai lembaga yang mendapat memberikan skill atau bekal untuk hidup
yang nanti diharapkan dapat bermanfaat di dalam masyarakat. Begitu juga
dengan keberadaan pendidikan inklusi yang harus diperjuangkan oleh pihak
yang peduli terhadap masa depan anak berkebutuhan khusus tanpa terkecuali
sehingga mereka bisa mendapatkan hak memperoleh pendidikan yang layak.

Saat ini kurikulum yang digunakan di kelas Inklusi adalah kurikulum
anak normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan
kemampuan awal dan karakteristik siswa. Modifikasi dapat dilakukan dengan
cara: (1) Modifikasi alokasi waktu, (2) Modifikasi isi/materi, (3) Modifikasi
proses belajar-mengajar, (4) Modifikasi sarana-prasarana, (5) Modifikasi
lingkungan belajar, dan (6) Modifikasi pengelolaan kelas.®

Manajemen Kurikulum (program pengajaran) Sekolah Inklusi antara

lain meliputi: (1) Modifikasi kurikulum nasional sesuai dengan kemampuan

> Abdul Salim dan Munawir Yusuf, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusi,
(Surakarta: FKIP Universitas 11 Maret, 2009), 5.

¢ Bandi Delphie, Pembelajaran Anak berkebutuhan Khusus Suatu Pengantar Dalam Pendidikan
Inklusi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 21.



awal dan karakteristik siswa (anak luar biasa); (2) Menjabarkan kalender
pendidikan; (3) Menyusun jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar;
(4) Mengatur pelaksanaan penyusunan program pengajaran persemester dan
persiapan pelajaran; (5) Mengatur pelaksanaan penyusunan program kurikuler
dan ekstrakurikuler; (6) Mengatur pelaksanaan penilaian; (7) Mengatur
pelaksanaan kenaikan kelas; (8) Membuat laporan kemajuan belajar siswa; (9)
Mengatur usaha perbaikan dan pengayaan pengajaran.’

Arif Sadiman dalam tulisannya yang berjudul ”Kurikulum Berbasis
Inklusi di Madrasah (landasan teori dan desain pembelajaran prospektif
islam)” menuliskan bahwa keberbedaan peserta didik baik secara jasmani dan
rohani (mental) tidak dipandang sesuatu yang didiskriminasikan, yang selama
ini mereka hanya di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang secara tidak disadari
sistem pendidikan SLB telah membangun “tembok eksklusifisme” bagi
peserta didik berkebutuhan khusus, eksklusifisme ini telah menghambat
proses saling mengenal antar peserta didik difabel dengan peserta didik non-
difabel. Dengan keterlibatan pendidikan regular (sekolah pada umumnya)
dengan penyatuan (inclusion) maka akan membuka eksklusifisme menuju
inklusiisme, membangun kembali mental psikologi bagi peserta didik
berkebutuhan khusus, atau program inklusi, vyaitu pendidikan yang

memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik termasuk

’ Bandi Delphie, Pembelajaran Anak berkebutuhan Khusus ......... 23.



yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan di kelas reguler
tanpa pembedaan.®

Mengingat jumlah anak berkebutuhan khusus tidak sedikit yang belum
mendapatkan pendidikan yang layak, maka sudah semestinya para pengelola
pendidikan mulai memberikan perhatian lebih terhadap program sekolah
inklusi yang tepat beserta kurikulumya. Jika tidak itu sama halnya dengan
merampas hak-hak mereka, bahwa setiap anak berhak memperoleh
kesempatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut Undang-undang RI No. 20
tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam
penyediaan pendidikan bagi anak bekebutuhan khusus (ABK). Pada
penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa “Pendidikan
khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau
peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan
secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat dasar dan
menengah”. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan
pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) berupa penyelenggaraan
pendidikan inklusi.’

Dengan hadirnya pendidikan inklusi maka hak-hak anak berkebutuhan
khusus memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu senantiasa akan
terkabul dan memberikan hal positif bagi anak berkebutuhan khusus untuk

terus berkembang dan tumbuh menjadi dewasa yang mandiri dan cerdas.

¢ Bandi Delphie, Pembelajaran Anak berkebutuhan Khusus,...... ...24.
® Abdul Salim dan Munawir Yusuf, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusi,...... 6.



SMP Negeri 29 dan SMP Negeri 3 Krian menjadi sekolah yang dipilih
dalam melakukan penelitian ini. Sebab sesuai dengan syarat penelitian dalam
kasus perbandingan, sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian harus
mempunyai status Akreditasi yang sama, dan dalam hal akreditasi SMP
Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian telah memenuhi persyaratan
tersebut. Dimana kedua sekolah tersebut memiliki status Akreditas “A”. Dan
sekolah ini pun sama-sama telah ditunjuk untuk oleh Dinas setempat untuk
menjadi sekolah inklusi dimana dalam proses pembelajarannya selain terdapat
peserta didik reguler juga terdapat perserta didik berkebutuhan khusus
(PDBK). Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan diketahui Manajemen
Kurikulum di sekolah inklusi mana yang lebih efektif, dan efisien dalam
menangani peserta didik baik yang reguler ataupun PDBK di sekolah berbasis
inklusi. Sehingga bisa digeneralisasikan sistem manajemennya untuk sekolah
berbasis inklusi yang lain.

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka penulis terdorong untuk
mengadakan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “Studi
Perbandingan Manajemen Kurikulum di Sekolah Inklusi antara SMP

Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo”.



B.

C.

Fokus Penelitian
Setiap pelaksanaan penelitian pada dasarnya dimulai dari sesuatu yang
dianggap sebagai garis besar penelitian yang perlu dicari jawabannya, Adapun
dalam penelitian ini, garis besar penelitian yang dapat diangkat dalam skripsi
ini sebagai berikut:
1. Bagaimana manajemen kurikulum di sekolah inklusi di SMP Negeri 29
Surabaya?
2. Bagaimana manajemen kurikulum di sekolah inklusi di SMP Negeri 3
Krian?
3. Adakah perbedaan dan persamaan manajemen kurikulum di sekolah

inklusi antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian?

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen kurikulum di sekolah inklusi di
SMP Negeri 29 Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana manajemen kurikulum di sekolah inklusi di
SMP Negeri 3 Krian.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan manajemen kurikulum di

sekolah inklusi antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian.



D. Definisi Operasional
Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maksud yang
terkandung di dalam skripsi ini, maka diperlukan definisi operasional sebagai
berikut:
1. Sekolah dengan Kurikulum Inklusi
Pendidikan inklusi di Indonesia sudah dirintis sejak tahun 2003.
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.
380/C.66/MN/2003 bahwa disetiap Kabupaten/ Kota diseluruh Indonesia
sekurang-kurangnya harus ada 4 sekolah penyelenggara inklusi, yaitu
dijenjang SD, SMP, SMA dan SMK masing-masing minimal satu sekolah.°
Sampai akhir tahun 2006 telah dirintis sebanyak 775 sekolah inklusi di
Indonesia dengan perincian sebanyak 573 sekolah jenjang SD, 101 sekolah
jenjang SMP dan 101 sekolah jenjang SMA.*! Penyelenggaraan pendidikan
inklusi di Indonesia sekarang telah memiliki landasan yuridis yaitu
Peraturan Menteri Pendidikan Naasional Nomor 70, Tahun 2009."
Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang
beragam mengacu pada Standar Nasional pendidikan untuk menjamin
pencapaian tujuan Pendidikan Nasional. UU 20/2003 dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19, Tahun 2005 (PP 19/2005)

tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada

1% Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.66/MN/2003, 20 Januari 2003 perihal
Pendidikan Inklusi.

1 Abdul Salim, Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan, Vol 16, ..... 22.

12 peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70, Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi
Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat
Istimewa.
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KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan
pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain itu, penyusunan
KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum
dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005."

Dalam konteks sekolah inklusi maka Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) tidak hanya satu macam, karena keberadaan ABK di
sekolah tersebut.* Artinya, disamping ada KTSP yang dikembangkan
dengan mengacu pada Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar
(KD) yang terdapat dalam SI dan SKL, juga mengembangkan program
pembelajaran individual (PPl) atau IEP (Individualized Educational
Program) yang dikembangkan mengacu pada kurikulum khusus yang
memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar yang masih harus
dikembangkan.™

2. Kurikulum di Sekolah Inklusi di SMPN 29 Surabaya
Kurikukulum di sekolah inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya ini
tidak luput dari: 1) Analisis mata pelajaran (AMP), 2) Kalender Akademik,
3) penyusunan Program tahunan (PROTA), 4) penyususnan Program
semester (PROMES), 5) Proram satuan pelajaran, dan 6) rencana
pengajaran. Untuk melayani pendidikan ABK maka perencanaan kurikulum

atau pengajaran harus disesuaikan dengan setiap kebutuhan individual

'3 peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
14 Abdul Salim, Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan, Vol 16, ..... 25.
> Abdul Salim, Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan, Vol 16, ..... 25.
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peserta didik. Hal ini dikarenakan setiap ABK memiliki kebutuhan dan pola
penanganan yang tidak dapat disamakan dalam setiap individunya. Maka
agar ABK dapat tetap mengikuti proses belajar mengajar yang efektif dan
efesien, guru pembimbing khusus dari SMP Negeri 29 Surabaya
mengatakan bahwa pihak sekolah merencanakan pemilihan kurikulum
pembelajaran baik untuk peserta didik reguler ataupun PDBK tersebut
dengan menelaah assesment yang dimiliki orang tua wali murid ABK baik
itu dari Dokter, Rumah Sakit, surat keterangan dari Dinas, ataupun dari
sekolah dijenjang sebelum nya PDBK tersebut berasal sebelum siswa masuk
atau diterima di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya.
Dengan mengidentifikasi assesment tersebut dan proses wawancara guna
mengetahui riwayat ABK makan pihak sekolah dapat mengetahui
kurikulum dan menyesuaikan pola ajar, bahan ajar, materi ajar, strategi dan
metode ajar yang tepat dalam menangani PDBK itu sendiri.*®
3. Kurikulum Inklusi di SMPN 3 Krian Sidoarjo

Kurikukulum di sekolah inklusi di SMP Negeri 3 Krian tidak luput
dari hal-hal sebagai berikut: 1) Analisis mata pelajaran (AMP), 2) Kalender
Akademik, 3) penyusunan Program tahunan (PROTA), 4) penyususnan
Program semester (PROMES), 5) Proram satuan pelajaran, dan 6) rencana
pengajaran. Sekolah inklusi di SMP Negeri 3 Krian dalam merencanakan
kurikulum ajarnya baik untuk peserta didik reguler ataupun PDBK yang

ditambah juga berdasarkan assesment atau riwayat ketunaan yang dimiliki

1% Wawancara dengan Ibu Nela selaku GPK SMP Negeri 29, Selasa 14 Juli 2016, pukul. 10.30.
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PDBK itu sendiri yang telah disetujui oleh Dinas dan kemudian
menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik."’

Peneliti mengangkat kedua sekolah tersebut menjadi tempat
penelitian karena selain kedua sekolah tersebut memiliki status akreditasi
sekolah yang sama yakni “A” juga menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk
oleh Dinas pendidikan setempat untuk menjadi sekolah inklusi, yang tidak
hanya menerima anak reguler namun juga anak berkebutuhan khusus (ABK)
di wilayah setempat. Sehingga bisa digeneralisasikan sistem manajemennya

untuk sekolah inklusi yang lain.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap
penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu
diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti,
yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Heby Yuda Pratama dengan judul
“Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran di Sekolah Inklusi (Studi Kasus di
SMK Negeri 2 Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
manajemen kurikulum dan pembelajaran inklusi yang ada di SMK Negeri 2
Malang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil
penelitian ini diketahui bahwa kegiatan perencanaan kurikukulum dilakukan

sebelum awal tahun tahun ajaran baru, kegiatan tersebut meliputi menyusun

7 Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian,
Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30.
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kurikulum yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kurikulum.
Pengembangan kurikulum inklusi dengan cara modifikasi, subtitusi ataupun
omisi kurikulum, kalender pendidikan dirancang oleh Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang ditulis oleh Halimul Fatah jurusan Pendidikan Agama
Islam dengan judul “Implementasi Manajemen Kurikulum dalam
Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Unggulan di Madrasah
Aliyah Negeri 3 Malang”. Hasil penelitian itu menunjukan bahwa Penerapan
manajemen Kkurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 3
Malang itu melalui beberapa tahapan, vyaitu: 1). Perencanaan 2).
Pengorganisasian 3). Pelaksanaan 4). Evaluasi dalam bentuk sumatif dan
formatif.

Penelitian yang berjudul “Manajemen Kurikulum 2013 di SMP
Khadijah Surabaya”. Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh
Syarifatut Tadzkiroh pada tahun 2015. Penelitian ini ditulis dengan tujuan: 1.
Mengetahui praktek—operasional manajemen kurikulum 2013 di SMP
Khadijah Surabaya 2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi faktor
pendukung dan penghambat kurikulum 2013 di SMP Khadijah Surabaya.

Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian terdahulu seperti
pemaparan di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan,
yaitu tentang Manajemen Kurikulum. Akan tetapi dari penelitian-penelitian
tersebut tidak ditemukan adanya Studi Perbandingan perbandingan antara

Manajemen Kurikulum antara beberapa sekolah Inklusi sebagaimana
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permasalahan yang hendak diteliti. Sehingga penelitian yang berjudul

“Manajemen Kurikulum di sekolah Berbasis Inklusi Antara SMP Negeri 29

Surabaya dan SMPN 3 Krian (Studi Perbandingan)” ini dapat dilakukan

karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian

yang pernah dilakukan sebelumnya.

. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan diungkapkan hasil penelitian skripsi

yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian secara eksplisit dan

sistematis. Penelitian ini disusun berdasarkan sistemtika pembahasan sebagai

berikut:

Bab |

Bab 11

: Bab ini berisi Pendahuluan yang mengemukakan tentang latar

belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfat
penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan dari
hasil penelitian itu sendiri.

Bab ini mengemukakan Kajian Teori tentang manajemen
kurikulum dan manajemen kurikulum di sekolah inklusi. Pada
bab kedua ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yang terdiri dari
definisi manajemen kurikulum, ruang lingkup, prinsip dan fungsi
manajemen kurikulum, komponenen kurikulum, macam-macam
dan jenis PDBK, serta menjelaskan manajemen kurikulum baik
bagi peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan

khusus atau PDBK di sekolah inklusi.



Bab 11

Bab IV

Bab V
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: Bab ini menjelaskan metode penelitian yang mencakup; jenis dan

pendekatan penelitian, informan penelitian, jenis data dan sumber

data, teknik pengumpulan data dan teknis analisa data.

: Bab ini menjelaskan tentang Penyajian Data Dan Teknik Analisa

Data yang meliputi; penyajian data yang terdiri dari: penyajian
data tentang bagaimana managemen kurikulum sekolah inklusi di
SMP Negeri 29 Surabaya, bagaimana manajemen kurikulum
sekolah inklusi di SMP Negeri 3 Krian, dan Perbedaan serta
persamaan manajemen kurikulum inklusi antara SMP Negeri 29
Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian. Analisa data yang
menjelaskan tentang Manajemen kurikulum sekolah Inklusi
dengan teori dan yang ada di lapangan serta membandingkan
persamaan dan perbedaan manajemen kurikulum di sekolah
inklusi.

Bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan yang merupakan
konsistensi kaitan antara Fokus penelitian, Tujuan penelitian dan

Saran.



